GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN INI BERI INSENTIF 230.830
GURU KEAGAMAAN

1§

Sumber Gambar:
https.//radarsukabumi.com/nasional/apresiasi-guru-agama-ganjar-berikan-insentif-rp-12-juta-pertahun/

Isi Berita:

JawaPos.com - Program insentif guru keagamaan yang dijalankan Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah sejak beberapa tahun lalu mendapat respons positif dari

masyarakat. Para guru agama menilai insentif tersebut bukan sekadar soal uang,
melainkan juga wujud kepedulian pemerintah terhadap generasi muda.

Ahmad Afifudin, guru ngaji asal RT 5 RW 02, Desa Tamansari, Mranggen, Demak,
merasa senang menerima insentif dari Pemprov Jateng. Pasalnya, uang tersebut bisa
untuk menambah modal usaha sang istri berjualan gorengan. *’Kadang-kadang itu satu
tahun baru kita ambil (Rp 1,2 juta) di rekening, bisa buat nambahi modal istri,” ungkap
Afif.

Menurut pria yang mengajar sejak 1994 itu, insentif yang diterimanya Rp 100 ribu per
bulan yang dicairkan setiap tiga bulan melalui Bank Jateng. Uang diterima langsung
melalui rekening bank atas nama masing-masing penerima.

Machwani Sulaiman, salah seorang penerima bantuan, mengaku selama ini hanya
mengabdikan diri buat agamanya, tidak memikirkan insentif apa pun. ”Saya telah
menjadi guru ngaji selama 57 tahun. Usia saya sekarang 77 tahun. Baru kali ini menerima
bisyaroh atau insentif dari Pemerintah Provinsi Jateng,” terangnya.

Siti Zubaidah, guru ngaji di Taman Pendidikan Quran (TPQ) Permata, Dukuh Ngrangit

Baru, Desa Terban, Jekulo, Kudus, menilai pemberian insentif itu sebagai bentuk
perhatian pemerintah kepada rakyatnya. ’’Saya sangat merasa diperhatikan. Belum

pernah ada sebelumnya. Terima kasih Pak Ganjar,” ungkapnya.
-
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Menurut dia, perhatian Pemprov Jateng amat dirasakan para guru yang mengajar di TPQ.
Sehingga mereka lebih bersemangat dalam mengajarkan ilmu kepada murid karena
memang keberadaan guru dibutuhkan. ’’Jadi, insentif ini, menurut saya, sebuah angin
surga. Karena dari selama ini yang sering kita sharing dengan teman, ini membantu

sekali,” katanya.

Mengenai hal itu, Ganjar Pranowo berdalih sudah sepantasnya pemerintah mengapresiasi

peran dan perjuangan guru keagamaan. “Pada mereka guru agama itu bisa kita titipi

pembelajaran budi pekerti ke anak-anak. Kiai kepada santri, guru kepada muridnya.
Bukan hanya guru ngaji, tapi guru agama lain seperti sekolah Minggu dan lainnya. Ini

bentuk tanda cinta kita kepada mereka,” jelasnya.

Sejak 2019 hingga 2023, pemberian insentif guru keagamaan telah terealisasi Rp 1,2
triliun. Perinciannya, pada 2019 sebesar 171.131 penerima manfaat, pada 2020 tercatat
211.455 penerima, pada 2021 sejumlah 211.455 penerima, pada 2022 sebanyak 211.455

penerima, dan pada 2023 mencapai 230.830 penerima manfaat. (als/c6/wir)

Sumber Berita:

1. https://www.jawapos.com/nasional/013053861/ganjar-pranowo-tahun-ini-beri-

insentif-, “Ganjar Pranowo Tahun Ini Beri Insentif 230.830 Guru Keagamaan”,
tanggal 8 Oktober 2023.

2. https://radarsukabumi.com/nasional/apresiasi-guru-agama-ganjar-berikan-insentif-rp-

12-juta-pertahun/, “Apresiasi Guru Agama, ganjar Berikan Insentif Rpl,2 Juta
Pertahun”, tanggal 7 Oktober 2023.

Catatan :

e Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa sejak 2019 hingga 2023,
pemberian insentif guru keagamaan telah terealisasi Rp 1,2 triliun. Perinciannya, pada
2019 sebesar 171.131 penerima manfaat, pada 2020 tercatat 211.455 penerima, pada
2021 sejumlah 211.455 penerima, pada 2022 sebanyak 211.455 penerima, dan pada
2023 mencapai 230.830 penerima manfaat.

e Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.! Bantuan
keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.?

! Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2 Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
. _________________________________________________________________________________________________________|]
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e Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan

keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke

Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar

wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan

atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau

kabupaten / kota kepada desa.’

e Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:

1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah

a.

ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah
lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara
spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,
serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan
Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk
masyarakat.

ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemapuan Keuangan Daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan
pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang
Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

a.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya,
badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah

ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak

3 Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
. _________________________________________________________________________________________________________|]
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secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan
pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program,
kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas,
dan manfaat untuk masyarakat

d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang
bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan
perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah
memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau
bupati/wali kota; atau (c¢) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial
kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan
keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah
melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala
satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d)
Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya.

f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan
hibah yang diterimanya.

g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut
dengan peraturan kepala daerah.

e Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari
APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka
2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

. _________________________________________________________________________________________________________|]
Catatan Berita UIDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/Titik Wijayanti 4



a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan
berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan
untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam
keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko
sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan
bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau
masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko
sosial.

b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis
sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika
tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat
hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa
bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan
telah lepas dari resiko sosial.

c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan
Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara
langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola
yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan
tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon
penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;

b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas
kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c) Dbersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu
dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib
dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat
berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun

anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
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d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial
meliputi:

1) rehabilitasi sosial, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan
kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

2) perlindungan sosial, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko
dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok
masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan
kebutuhan dasar minimal.

3) pemberdayaan sosial, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau
kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya,
sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

4) jaminan sosial, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin
penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang
layak.

5) penanggulangan kemiskinan, merupakan kebijakan, program, kegiatan
dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok
masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata
pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi
kemanusiaan.

6) penanggulangan bencana, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan
untuk rehabilitasi.

f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas
penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara
penganggaran,  pelaksanaan = dan  penatausahaan,  pelaporan  dan
pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih

lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana
informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat

suatu instansi
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